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PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
 NOMOR : 1 TAHUN 2003

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TASIKMALAY A

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kota Tasikmalaya Tahun
Anggaran 2003 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketzntuan
Pasal 86 Ayat (1) Undang — undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah,

1.

Undang — undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68 tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang -
undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomeor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569 );

Undang — undang Nomor 18 Tahun 1997 tentanp pajak Daerah dan Retribusi
Daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan
Undang — undang Nomwor 34 Tahun 2000 Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );

Undang - undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolchan Hak Atas
Tanah dan Bangunan { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688 ), sebagaimana telah
diubah dengan Undang — undang Nomor 20 Tahun 2000 Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988 );

Undang — undang Nomor 22 Tabun 1999, tentang Pemerintaban Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839);

Undang — undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Undang ~ undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Neg.ra yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851 );

Undang —~ undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan
Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );

Undang — undang Nomor 10 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota
Tasikmalaya ( Lembaran Negara Republik Indonecia Tahny 2001 Namar 00 3
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Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 56, Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 3693 );

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952 ),

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165 ),

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam  Jabatan Struktural
( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4018 );

Perateran Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4021 );

Peraturan Pemerintsh Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tazhun 2000 tentang Pinjaman Daerah
( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4024 );

Peraturan Pemcrintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027 ),

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tuhun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Dacrabh dan Wakil Kepala Dacrah (Lembaran Negara Tabun 2000
Nomaor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

Peraturan Pemerintali Nomor 110 Tahun 2000 tentung Kedudukan Keuangan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomer 211,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4138 ),

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan
Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan
Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

Peraturan Menteri Dalam Neger Motivi 2 Tulii 1500 bidaag Dolzhsannan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah scbagaimana telah divhah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996,
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